
PERATURAN GVBERNUR RIAU
NOMORZ AT,IUN 2019

TENTANG

PETUNWK TD(NTS PEMBERIAN TUNJANGAN TIARI RAYA' CAJI DAN

AUNJANGAI KDTIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL' GVEERNUR' qTAKIL

GUBDRI.IUR DAN AIAGOTA DEUIAN PERVIAKILAN RAKYAT DAERAII
PEMERINTATIAN PROVINSI RIAU

CUBERNUR RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA F.SA

GVBERNVR RIAI''

bahwa untuk melaksanakan kelentuan Pasal 10 avat (21 PeratuEn
Pemeinbn Nomor 35 Tahun ?019 tentang Perubahan Ketiga Aias
PeratuEn Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 renlang Pemberlan
Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Beias kepada Pegawai Negerj

Sipil, Prajurit 'fentara NasionaL lndonesia, Anggota Kepolisian
Negda Republik Indonesia, Pejabat Ncgam, dan Penerima Pensiun
atau Tunjansan jo Pasal r0 ayat (2) Peratufan Pemerinlah Nomo.
36 Tanun 2019 tentang Teknis Fedberian Tunjangd Har Rava
yang bersumber dai Anggafan Pendapaian dan Belanja Dae@h
perlu menetapkan Peraturan oubefnuf lentang Petuniuk Teknls
Pembeian 'funjangan Hdi Raya, Caji dan Tunjangan Ketiga Belas
bagi Pegawai Negeri Sipil, Oubcrnur, Wakil Cubernu. dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peme.intahan P.ovinsi Riaui

1. Pasal 18 ayat (6) Undanc-Undmg Dasar Negara Republik
IndoneiaTahun 1945;

2. Undog-Undang Notuor 6l Tabun 195a tentang Penctapan
Undang Undang Dafurat Nomor 19 Tahun 1957 tenlang
Pembentukan Daerah daerah Swatanra Tingkat I Sutuate.a
Barat, Jaobi dan Riau (r.mbaEn Negara Republik Indones'a
'talun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang UndanA (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun t95A Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo. 16461i

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pefteritlahan
Daerah (Lembaran Negara Relublik Indonesia Tahun 2014
Nomor 24.1, Tambahan Lembe.an Negara Republik lndonesia
Nomor 55a7) sebagaimana telah diubah beberapa kali temkhi.
dengan Undang lJndane Nomor 9 Tahun 2015 tentlng
Perubahan Kedua Atas Undang Undaqg Nomof 23 'lahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembafan Nega.a
Republik Indones;a Noftor s679);
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Peraturan Pemerintah Nomo. Nomor 19 Tahun 2016 renranC
Pemberjan Gaji, Pensiun, atau Tunjansan Ketiga Belas kepada
Pegawai Negeri Sipil, P.ajurit Tenrara Nasional Iddonesia,
Anggota Kelolisian Negara Republik Indonesia, pejabar Negara,
dan Penerima Pe.siun arau Tunjancan (Lemba.an Nesara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116, 'fambahan
Lembaran Negda Republik lndonesia Nomof 58aaj sebagaimara
telab diubah beberapa kali terakhir dengan peraruran
Peme.intah Nomor 35 Tairun 2019 ientang Perubahan Keriga
Atas Peratu.an Pemerinrah Nomo. t9 Tahun 2ot6 rentang
Pemberian caji, P€nsiun, arau 'aunjangan t<etiga Belas kcpada
Pegawai Negefi Sipil, PEju.ir Tenlaia Nasiorat lndonesia,
Anggota Kepolisjan Nega.a Republik Indonesia, pejabat Nega.a,
dan Pene.ima Pensiun arau Tunjangan (Lembaran Nesara
Republik lndonesia Tahun 2019 Nomo. 92,'fambahan Lcmbaran
Negda Republik Indonesia Nomof 634a)j
Peraturan Mented DaLm Negeri Nohof 13 Tahun 2006 tenrang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, s€basannana reran
diubah beberapa kali te.akhir dengan Pemturan Menle.i Datam
Negen Nomof 21 Tahun 2011 tentang Pe.ubahan Kedua Aras
Peraturan Menteri Dalam Neg€.i Nomor 13 Tahun 2006 tenlang
Pedoman Pengelolaan Keualsan Daerah (Beita Nceara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menre.i Dalam Negeri Nomo. a0 r'ahun 2015 rentang
PembeDtukan Produk Hukum Daerah (Berila Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peralu.an Menteri Dald Negefi Nomor 120 Tahun 20ta
tent@g Perubahan atas Peraturan Mente.i Dalam Ncgcl Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pehbentukan Produk ttuklrm Daerah
(Berita Nega.a Republik IndonesiaTahun 20i9 Nomor 157)l

Pemturan Gubemuf Riau Nomo.71 'fahun 20la tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dar Belanja Daerah provinsi
Riau Tahun Anggaran 2019 (Benta Daemh Provinsi Riau Tahun
2014 Nomor 73) sebagaimana relah diubah beberapa kdti
terakhir dengan Peraturan Oube.nur Nomor 22 Tahun 2Ot9
tentang Perubahan Kedua Atas Peratu.an Gubcrnur Riau Nomof
a Tahun 2019 tcntang Petubahan Aias Peraru.an Cubcrnur
Riau Nomor 7t Tahun 2018 t€ntang Penjaba.an Aryga.an
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Aryga.an 2Ot9 (Berira
Daerah Provinsi Riau'lahun 2019 Nomor 22);

MEMUTUSXAN :

PERATURAI{ GVBERNUR TENTANG PDTUNJUK TEXNIS
PEMBERIAN TUNJANGAN I{ART RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN
KETICA BELAS BAGI PEGAq/AI NDGDRI SIPIL. GVBERNUR.
WAKIL GVBDRNUR DAN ANGCOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAq PEMERINTAIIAN PROVTNSI RIAU.



3.

BAB I
KETENTUAN UMUM

pasal 1

Dalam Pelaturd cubernur inl yang dimaksud dengan l

1. Penerlrtah Provinsi adalah Pemerintah provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernu. Riau.

s. wakil Gubemur adalah Wakit Gubernur Riau.
4. Pegawai Negeri Sipil seLanjurnya disingkat pNS adahn pegawai

Negeri Sipil te.masuk Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungd
Pemerintah Provinsi Riau.

5. Anggota Dex'an Petuakild Rakyat Dae€h yang setanjutqya
disebut Anggota DPRD adalah pimpinan dan Anggota DPRD

6. Hari Raya adalah hari .aya ldul Fitii.
7. Tunjangan adalah Pembaydan yang dilakukan secara reratur

kepada karyawan yang dibayarkan be.sdaan dengan gaji.

8. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan datam
bentuk lrang sebasai jmbalan dari pembe.i i<erja kepada
pegawar ydg ditetapkan dan dibayarkar lrcrurur suae
perjanjian kerja, kesepakatan atau peraruran perundang

9, Surat Pedntah Membayaryang setanjutnya disebut SpM adalah
dokumen yang diterbitkan oteh pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggann (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk
untuk mencairkm dana ydg bersumbe. dari Datrar
Pelal<sdaan Angga.an (DPA) atau dokuhen lain yans

Io.SL. P"r-r"hP"r.a 1r D.nd)d1g\Ft€. urryco.:Fo,. Sp_D
rda-al \urrr oc inbh )r 'E 

qr -rb /. ol.n o.dboL pFnS-oa
Keuangan Daerah selaku taaasa Bendahala Umum D;erah
untuk pelaksanad pengeluaran atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah {APBD) berdasdkan SpM.

BAB II

PEMBERIAN TVN\'ANGAN qARI RAYA, GAJI DAN TUNJANOAN
KETIGA BEIAS

pasal2

l) PNS-.uoF-' u,, Wrk. CubrrnLr d"r cnCCo.r DpFDdib"rkdn
rlnrrrgarH€ Pdvc.o. d-n T. rrCanKe gaEF.as

(2) PNS sebagaimana dituaksud pada ayat (tJ tiqak bfmasuk t,NSyo Z -d. e n- al"n. , urj dr I r". ongg rng"1 nFgrrr drb,
ad.€askan dr I a ,n. dsi D-mp-inuh prov,n,



Pasal 3

(I) Tunjdgan Hdi Raya bagj PNs, cubernur, wakil Gubernur dan
Anggota DPRD sebagaituana dimaksud dalam Pasal 2 ayal (l)
yaitu sebesar pensbasilan I {saiu) bulan pada 2 (dua) bulan
sebelutu Ha.i Raya.

(2) Dalam hal penshasilan r (satu) bulm pada 2 (dua) bulan
sebelum bulan Had Raya sebasaimana dimaksud pada ayat (1)

belum dibaydkan sebesd penehasilan yang seharusnya
diterims karena berubahnya pcnghasilan, Lelada yang
bersangkutan retap diberikan selisih kekurancan Tunjangan

(3) oaji dan Tuojangan Ketisa Belas basi PNs, Gubernur, wakil
Ouberour dan Anggota DPRD diberikan sebesaf penghasilan
pada bulan Juni.

{:t) Dalam hal penghasilan pada bulanjuni sebagaimana dimaksud
pada ayat (3J belum dibayarkan sebesa. penghasilan Fng
seharusnya dite.ima karena perubahan penehasilan, kepada
yang bersangkutan letap dibe.ikan selisih kekurangan

(5) Penghasilan sebasaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (31

yang diberikan kepada PNS dan Gubernu., Wakil Gube.nur
meliputi eaji pokok, tunjansan keluarsa, tu.jansan jabatan
atau tunjancan umum dan tunjansan kine{a atau sebuftLn

(6) Penshasilan sebagainana dimaksud pada aJat (I) dan ayat (3)
yang diberikan kepada Anggota DPRD meliputi uang
represenrasi, tunjangan keLuarga, dan tunl angaD jabatan.

(7) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak
termasuk jenis tunjansan bahaya, tudjangan resiko, Lunlangan
pengdanan, tunjangd proiesi dan tunjangan guru dan dosen
atau tunjansan keho.matan, tambahan penghasilan su.u PNS,
insentil khusus, tunjangan selisih penghas an, tunlangan
penghidupan luar ncgeri.

(8) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (s)
merupakan tunjangan yang diberilian be.dasarkan kelas
jabatan dengan memlerimbangkan penilaian .eformasi
birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja
individu yang ditetapkan dalam Pe.aturan perundang

BAB III
PEMBAYAFAN fUNJANGAN IIARI RAYA, GAJI DAN TUN!'ANGAN

KETIGA BDLAS

Pasal4

(1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS, Cubernur, Wakil Cubcrnu.
.lan Anggota DPRD dibayarkan paling cepat 10 {scpullh) hari
ke{a sebelum tanSAaL hari iaya.



(21 DaLm hal Tunjangan Hari Raya sebasaimana dimaksud pada
ayat (i) beluh dalat dibayarkan, 'funjangan Hari Raya
dibaydkan serelah langgal Hari Raya.

(3) Caji dan Tunjangan Ketiga Belas untuk PNS, Gubernuf, wakjl
Gubemu. dan Anggota DPRD dibayarkm pada bulan Juli.

{4) Daian hal caji dan 'funjangan Ketisa Belas sebasdimand
dimaksud pada ayat (3) belutu dapat dibayarkan, oali dan
Tunjangd Ketiga Belas dibayarkan setelah buldn Juli pada
tahun berkenaan.

Pasal 5

Pembayaran Tunjangan Hari Raya, Caji dan Tunjansan Xetiga
Belas sebagaiftana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada
Dokumen Pelal<sanad Anggaran Satuan Kerta Pefangkat Dacrah

Pasal6

(11 Pejabat Penardatansan sPM mensajuka. sPM Tunjangan Had
Raya, Gaji dan'funJangan Ketiga Belas kepada Ba<lan Pengelola
Keuangan dd Aser Daerab Provinsi Riau selaku E€ndahafa
Unum Daerah dengd melampirkan Surat Pernyataan
TanSgungl awab MutLak (SPTJM).

(2) SPM Tunjangan Hari Raya, Caji dan Tunjansan (etisa Belas
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) <libual secara terpisah
dengd menggunakanjenis SPM :

a. SPM ltnjangan Hari Raya Gaji unruk pembayaran gaji
pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau
tunjangan umumi

b. SPM T\rnjangan Haii Raya Tunjangan Kinerja u.tuk
penbayaran tltnjangan kinerjaj

c. SPM Caji dan 'funjangan Ketiga Belas untuk pembayaran
gaji pokok, lunjangan kcluarya, tunjansan jabatan atau
runlangan utuum; dan

d. sPM Tunjangan Kineia Ketisa Belas untuk pembayard
tunjdgd kine.ja

(3) SPM Tunjanean Hari Raya, Caji dan Tunjancan Keiica Belas
sebagaimana dimaksud pada ayat (11 dlbuat seca.a te.pisah
dari sPM saji bulanan dan sPM Tunjansan Xinefja bulanan

(a) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada aya! (2) digunakan juca
untuk pembayaran kekurangan aiau susulan pembayaran
Tunjangd Ha.i Raya, cajj dan Tunjansan Ketiga Belas.

pasat z

Proses Penerbitan dan pengajuan Surat Pefmintaan Pembayaran,
sPM do SP2D Tunjangan Hari Raya, caji dan 'runjancan ketisa
Belas dilakukan sesuai dengad kelenluan Pe.aluran pe.undang



BAB TV

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanad pembeian Tunjangan Hai Raya, caji dd 'funjansan
Ketiga belas bersumbe. dari Anggaran Pendapatan dar Belanja
Daeran Prorinsl Riau.

BAB V

KDTENTUAN PENVTUP

Pasal9

Peraturan Cubernur inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agd setia! orang mengetahuinya, memedntahkan pcngundangan
Pe.aturan Gubernur ini dengan penempaiannya dalaft Be.ita
Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkandi Pekanbaru
padatancg l 
GUBERNUR RIA

SEKREIARIS DAE

AHMAD 

IAU,

BERIIA DAERAH PROVINSI RIAU TAI]UN 20Iq NOMOR: 
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